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ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan
sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang langgeng dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan
perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi
Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, dan aturan-aturan hukum
pendukung lainnya. Meskipun telah diatur dalam beberapa instrumen hukum,
fenomena-fenomena perkawinan yang terjadi di Indonesia masih saja mengalami
problem pro dan kontra dalam masyarakat, salah satunya seperti perkawinan beda
agama. Pada tanggal 26 April 2022, Pengadilan Negeri Surabaya kembali
mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan oleh
pasangan RA (beragama Islam) dan EDS (beragama Kristen) dalam Penetapan
Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan pertimbangan bahwa perbedaan agama
tidak menjadi sebab larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field search) dengan pendekatan
hak asasi manusia dan magqashid syari’ah. Sedangkan metode analisis data yang
digunakan adalah kualitatif dengan pola berfikir induktif. Teknik pengumpulan
data yang dilakukan penyusun adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim
dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
adalah Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 10 ayat (3)
PP Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, hakim juga mempertimbangan hak-hak asasi
para pemohon yaitu membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan
mempertahankan keyakinan agama masing-masing. Dalam konsep HAM di
Indonesia, setiap warga negara dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib
tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
termasuk juga dalam hal perkawinan. Sehingga perihal pengesahan perkawinan
harusnya tetap merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Adapun
dalam tinjauan magqashid syari’ah, izin perkawinan beda agama yang ditetapkan
hakim ini sangat bertantangan dengan konsep pemeliharaan hal inti yang menjadi
tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama dan memelihara keturunan. Sebab
kemudaratan yang ditimbulkan jauh lebih besar dari pada kemaslahatan yang
dicapai, dan bahkan dapat menjerumuskan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan
syariat Islam.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Penetapan Pengadilan, Konsep
HAM di Indonesia, Maqashid Syari’ah



ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as a
husband and wife with the aim of forming a lasting and happy family (household)
based on Belief in One Almighty God. Provisions for marriage in Indonesia have
been regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government
Regulation Number 9 of 1975, the Compilation of Islamic Law which applies to
Indonesian Muslims, and other supporting legal regulations. Even though it has
been regulated in several legal instruments, marriage phenomena that occur in
Indonesia still experience pro and contra problems in society, one of which is
interfaith marriage. On April 26 2022, the Surabaya District Court again granted
the application for a permit for interfaith marriage submitted by the RA (Muslim
religion) and EDS (Christian religion) couple in Determination Number:
916/Pdt.P/2022/PN.Sby with the consideration that the difference religion is not a
reason for the prohibition to get married.

This type of research is field research (field search) with human rights and
magashid syari'ah approaches. While the data analysis method used is qualitative
with inductive thinking patterns. The data collection techniques used by the
authors are interviews and literature studies.

The results of this study indicate that the legal basis used by the judge in the
Decision of the Surabaya District Court Number: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby is
Article 8 letter (f) of the Marriage Law, Article 35 letter (a) of Law Number 23 of
the Year 2006 concerning Population Administration, and Article 10 paragraph
(3) PP Number 9 of 1975. In addition, the judge also considered the basic rights
of the applicants, namely forming a family through legal marriage and
maintaining their respective religious beliefs. In the concept of human rights in
Indonesia, every citizen in exercising his rights and freedoms must comply with
the restrictions set out in laws and regulations, including in the case of marriage.
So that regarding the legalization of marriages should still refer to the provisions
of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. As for the magashid syari‘ah
review, the interfaith marriage permit determined by this judge is very much in
conflict with the concept of maintaining the core things that are the goal of
Islamic law, namely maintaining religion and preserving offspring. Because the
harm that is caused is far greater than the benefit that is achieved, and can even
lead to things that are not in accordance with Islamic law.

Keywords: Interfaith Marriage, Court Determination, The Concept of Human
Rights in Indonesia, Magashid Syari‘ah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan
transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan

Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan

sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
, ) es (dengan titik di
= Sa S atas)
c Jim J Je
ha (dengan titik di
< Ha“ H bawah)
c Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D da
| y ze (dengan titik di
: zal Z atas)
D) Ra’ R er
B Za’ Z zet
o Sin S es
B Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di




bawah)
de (dengan titik di
o= Dad D bawah)
te (dengan titik di
= Ta’ T bawah)
zet (dengan titik di
= za’ Z bawah)
¢ “Ain ‘ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
s Fa’ F Ef
G Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
¢ Mim M ‘em
o Nun N ‘en
3 Waw W w
° Ha’ H Ha
2 Hamzah g Apostrof
7 Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

2w Ditulis muta’addidatah
s Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ks Ditulis hikmah
e Ditulis illan




(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h

BRI ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbttah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah,

maka ditulis t atau h

Dhall 38 ditulis

Zakah al-Figri

D. Vokal Pendek

1 Fathah Ditulis a
2 Kasrah Ditulis !
3 Dammah Ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif a
1 i Ditulis istihsan
Fathah + ya’ mati a
2 i Ditulis Unsa
Kasrah + ya’ mati i
3 5 Ditulis karim
Dammah + wawu mati o a
4 gk Ditulis furid
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati o ai
1 < Ditulis bainakum
2 Fathah + wawu mati Ditulis au
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gaul

. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
ol ditulis a‘antum
cael ditulis u'iddat
A S oY ditulis la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya

ol

ditulis

Al-Qur’an

bl

ditulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunkan huruf syamsiyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)-nya

elull ditulis an-Nisa’
Al ) ditulis ar-Risalah
Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya
@I da) Ditulis Ahl ar-Ra’yi
2.5 N Ditulis Ahl as-Sunnah

Pengecualian
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan
perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang langgeng dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.' Menurut Wantjik Saleh, penggunaan kalimat “ikatan lahir dan
batin” dalam pengertian tersebut menunjukkan bahwa sebuah perkawinan
tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, namun harus
dengan kedua-duanya.’ Perkawinan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan
kondisi kerohanian manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan suatu kebenaran.
Hal ini tertuang dalam firman Allah SWT pada Surah Ar-Rum (30) Ayat 21

yang berbunyi:?
b O Aen 55550 oSy g Ll 158l Ll 31 o) (0 oS0 GBIA () il (30
G988 gl Y el
Ketentuan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam beberapa
peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat dengan UU Perkawinan), Peraturan

! pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

% Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” AL-RISALAH:
Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 11, No. 2 (Desember 2011),
him. 16.

¥ Ar-Rum (30): 21



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan aturan-aturan hukum
pendukung lainnya. Meskipun telah diatur dalam beberapa instrumen hukum,
fenomena-fenomena perkawinan yang terjadi di Indonesia masih saja
mengalami problem pro dan kontra dalam masyarakat, salah satunya seperti
perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang
dilakukan oleh pasangan yang menganut kepercayaan atau keimanan yang
berbeda.

Pada masa pemerintah Hindia-Belanda, perkawinan beda agama
tergolong dalam jenis perkawinan campuran yang diatur dalam Koninklijk
Besluit tanggal 29 Desember 1896 No. 23 (Staatsblad 1898 Nomor 158
tentang Regeling op de Gemengde Huwelijken) yang kemudian lebih dikenal
dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran atau GHR.* Dalam Pasal 1
GHR dijelaskan bahwa perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia
tunduk pada hukum yang berlainan disebut perkawinan campuran.® Namun
pasal tersebut kemudian dicabut dengan ditetapkannya UU Perkawinan,
tepatnya Pasal 57 yang membatasi ruang lingkup perkawinan campuran
hanya pada perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada

hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu

* R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan
di Indonesia, Cet. ke-5 (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), him. 92.

% pasal 1 Staatshlad 1898 Nomor 158 tentang Regeling op de Gemengde Huwelijken



pihak berkewarganegaraan Indonesia.® Oleh karena itu, perkawinan beda
agama saat ini tidak lagi tergolong dalam perkawinan campuran.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat
bahwa pasangan beda agama di Indonesia telah mencapai 1.425 pasang yang
terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan bulan Maret 2022.” Kendati
demikian, hingga saat ini masih belum ada aturan yang secara eksplisit
membolehkan perkawinan antara pasangan-pasangan yang berbeda agama
tersebut. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa suatu
perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya.® Adapun dalam penjelasannya, dengan
perumusan Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan
hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu meliputi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan
tersebut sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam UU
Perkawinan.

Pasca reformasi tahun 1998, Presiden Abdurrahman Wahid
menegaskan bahwa Indonesia mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen

Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam Islam,

® pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

" https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-

di-indonesia diakses pada 25 Oktober 2022 pukul 20:45 WIB.

8 pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan


https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia
https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia

perihal perkawinan beda agama telah termaktub dalam Al-Qur’an seperti
Surah Al-Bagarah (2) Ayat 221 dan Surah Al-Mumtahanah (60) Ayat 10,
serta Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat
KHI). Pasal 40 huruf (¢) KHI menjelaskan bahwa, “Dilarang melangsungkan
perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama
Islam”.® Kemudian Pasal 44 KHI menjelaskan bahwa, “Seorang wanita Islam
dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak
beragama Islam”.*°

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
hukum Islam di Indonesia melarang dengan tegas adanya perkawinan beda
agama. Selain Islam, agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan pada
dasarnya juga melarang adanya perkawinan beda agama. Hal tersebut
dijelaskan dalam Kanon 1086 § 1 Kitab Hukum Kanonik (Codex luris
Canonici) 1983," Alkitab Perjanjian Lama di Ulangan 7:3-4, dan Alkitab
Perjanjian Baru di 2 Korintus 6:14. Namun demikian, agama Kristen Katolik
dan Kristen Protestan masih memungkinkan adanya perkawinan beda agama
dengan berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Adapun menurut

hukum Hindu, suatu perkawinan hindu hanya sah jika dilaksanakan dalam

upacara suci yang dilakukan oleh Pedende, dan Pedende tersebut hanya mau

% pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam
10 pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

1 Kitab hukum Kanonik, 1086:1



melaksanakan upacara perkawinan jika kedua calon pengantin beragama
Hindu.

Meskipun beberapa agama tidak membenarkan bahkan melarang
perkawinan beda agama, pada tanggal 26 April 2022 Pengadilan Negeri
Surabaya kembali mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama
yang diajukan oleh pasangan RA (beragama Islam) dan EDS (beragama
Kristen) dalam Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Adapun
pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menangani
perkara ini di antaranya yaitu bahwa perbedaan agama tidak menjadi sebab
larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan, bahwa pembentukan rumah tangga melalui
perkawinan yang sah merupakan hak asasi para pemohon begitu pula dengan
mempertahankan agama masing-masing sebagaimana dalam Pasal 28 B ayat
(1) dan Pasal 29 UUD 1945, bahwa memeriksa dan memutus masalah
perkawinan beda agama merupakan wewenang Pengadilan Negeri
sebagaimana ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta tujuan dan alasan para
pemohon.

Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan pada dasarnya
memang hak asasi manusia yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun,
begitu pula dengan hak untuk memeluk agama.”” Akan tetapi, apabila

perbedaan agama dalam pasangan menimbulkan berbagai problematika baik

12 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29



dilingkungan rumah tangga, keluarga, sosial, pelaksanaan ibadah, pendidikan
anak, pembinaan tradisi keagamaan, maupun yang lainnya, maka hal tersebut
tentu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dicita-citakan. Selain itu,
dengan berbagai kemudaratan yang timbul akibat perkawinan beda agama
maka sudah jelas bahwa perkawinan beda agama ini tidak sesuai dengan
tujuan Allah SWT dalam menetapkan syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh
karenanya, keberadaan perkawinan beda agama hingga saat ini masih menjadi
multi-tafsir yang kental akan bias ideologi keagamaan, dan menimbulkan
polemik pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, peneliti berpendapat bahwa izin
perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya
dalam Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby sangat penting untuk
diteliti, sebab salah satu dasar yang menjadi pertimbangan hakim adalah
agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan
sebagaimana Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan padahal ayat tersebut secara
gamblang menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang
mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,
dilarang kawin.** Adapun pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti

adalah konsep hak asasi manusia di Indonesia dan teori maqashid syari’ah.

13 pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalah

yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua, yaitu:

1.

Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam
menetapkan perkara permohonan izin perkawinan beda agama pada
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
Bagaimana tinjauan hak asasi manusia dan magqashid syari’ah terhadap
izin perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri

Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu:

1.

Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan
perkara permohonan izin perkawinan beda agama pada Penetapan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Shy;

Menjelaskan perspektif hak asasi manusia dan maqashid syari’ah
terhadap izin perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan

Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah
keilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya dalam hal

perkawinan beda agama di Indonesia;



2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi
positif. menambah pengetahuan, dan menjadi pertimbangan bagi
masyarakat umum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, serta

membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mengulas beberapa penelitian
terdahulu untuk memperolen gambaran dan titik temu yang lebih rinci
mengenai penetapan perkawinan beda agama dari berbagai perspektif,
sehingga dapat menjadi acuan dan pembanding untuk melakukan penelitian
lebih lanjut. Adapun beberapa penelitian dahulu yang relevan dengan
penelitian ini diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muftihatu Rahmah dengan judul
“Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif dan Maghasid
Syariah  (Studi  Putusan  Pengadilan ~ Negeri  Surakarta  No.
454/Pdt.P/2018/PN.Skt)”.** Skripsi ini membahas tentang dasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Surakarta No.
454/Pdt.P/2018/PN.Skt terkait izin perkawinan beda agama yang ditinjau dari
perspektif hukum progresif dan maqashid syari’ah. Dari hasil penelitiannya,
skripsi ini menjelaskan bahwa dasar hukum yang menjadi pertimbangan
hakim dalam mengabulkan Penetapan Pengadilan Surakarta No.

454/Pdt.P/2018/PN.Skt adalah Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU

¥ Muftihatu Rahmah, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif dan
Maghasid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P/2018/PN.Skt)”
Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2022.



Perkawinan dan Pasal 35 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan
dilakukan oleh peneliti adalah contoh kasus yang menjadi fokus pembahasan,
dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kasus tersebut. Pada
skripsi ini menggunakan teori hukum progresif, sedangkan penelitian yang
akan dilakukan oleh peneliti menggunakan teori hak asasi manusia.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rinoldi Zaputra dengan judul
“Tinjauan Hukum Progresif dan Maslahah Terhadap Penetapan Hakim dalam
Menetapkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan No.
622/Pdt.P/2018/PN.Mks)”."®  Skripsi ini ~membahas tentang dasar
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan
permohonan izin perkawinan beda agama, dan tinjauan hukum progresif dan
teori maslahah terhadap pertimbangan tersebut, serta implikasi hukum yang
timbul dari penetapan hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor:
622/Pdt.P/2018/PN.Mks. Dari hasil penelitiannya, skripsi ini menjelaskan
bahwa dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Negeri
Makassar adalah Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Putusann Mahkamah Agung Rl Nomor: 1400 K/Pdt/1986, dan Pasal 35
huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan. Selain itu, hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam

pertimbangan hukumnya juga telah melakukan tindakan yang progresif.

15 Rinoldi Zaputra, “Tinjauan Hukum Progresif dan Maslahah Terhadap Penetapan
Hakim dalam Menetapkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan No.
622/Pdt.P/2018/PN.Mks)” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
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Hakim berasumsi bahwa supaya perkara ini tidak berlarut-larut maka hakim
memutuskan untuk mengabulkan permohonan. Adapun perbedaan skripsi ini
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah contoh kasus
yang menjadi fokus pembahasan, dan pendekatan yang digunakan dalam
menganalisis kasus tersebut. Pada skripsi ini menggunakan perspektif hukum
progresif dan teori maslahah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti menggunakan perspektif magashid syari’ah dan hak asasi manusia.
Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sinta Felisia Agnes dengan judul
“Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan
Putusan No. 45/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No.
71/Pdt.P/2017/PN.Bla)”.*® Skripsi ini membahas tentang perbedaan
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan hakim Pengadilan
Negeri Blora dalam menetapkan izin perkawinan beda agama dari perspektif
hukum Islam, interpretasi hukum oleh hakim, hukum positif, dan teori
magqashid syari’ah. Dari hasil penelitiannya, skripsi ini menjelaskan bahwa
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang mengabulkan
permohonan perkawinan beda agama dikarenakan adanya kekosongan hukum
dan asas “ius curia novit”. Sedangkan Pengadilan Negeri Blora menolak
permohonan perkawinan beda agama didasarkan pada ketentuan Surah Al-
Bagarah ayat 221, Pasal 44 KHI, Pasal 1 ayat (2) UU Perkawinan, dan teori

magqasid syari’ah. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan

' Sinta Felisia Agnes, “Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi
Perbandingan Putusan No. 45/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No. 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)”
Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
2019.
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dilakukan oleh peneliti adalah contoh kasus yang menjadi fokus pembahasan,
arah penelitian, dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kasus
tersebut. Pada skripsi ini fokus pembahasannya lebih mengarah pada
membandingkan dasar pertimbagan hakim antara Pengadilan Negeri
Surakarta dan Pengadilan Negeri Blora dalam memutus perkara permohonan
izin perkawinan beda agama, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti berfokus pada satu contoh kasus penetapan perkawinan beda agama
yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Rizqon dengan judul “Analisis
Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM, dan CLD-KHI”."” Artikel
ini membahas tentang pernikahan beda agama yang dianalisis dari perspektif
KHI, HAM, dan CLD-KHI. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa kebebasan
membangun rumah tangga dalam hak asasi manusia memiliki hubungannya
dengan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia hanya
menjamin kebebasan dan perlindungan hak individu untuk menikah,
sedangkan status hukumnya masih mengacu pada UU Perkawinan. Adapun
perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti
adalah perspektif yang digunakan dalam menganalisis perkawinan beda
agama. Pada artikel ini menggunakan perspektif KHI dan CLD-KHI,
sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan

perspektif maqashid syari’ah.

" Rizqon, “Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI,”
Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4, No. 1 (Juni 2022), him. 13-24.
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Kelima, Artikel yang ditulis oleh Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu
Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya dengan judul “Perkawinan Beda
Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia”.'® Artikel ini
membahas tentang pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan
konsekuensi logisnya yang ditinjau dari persepektif hak asasi manusia. Dalam
artikel ini dijelaskan bahwa perkawinan beda agama dinilai diskriminatif
karena agama merupakan hak dasar yang telah dilindungi Undang-Undang
dan tidak ada yang diperbolehkan mencampurinya, sehingga fenomena
tersebut menimbulkan konsekuensi bagi salah satu pihak berupa penundukan
diri mengikuti agama pasangannya. Adapun perbedaan artikel ini dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah perspektif yang
digunakan dalam menganalisis perkawinan beda agama. Pada artikel ini
menggunakan perspektif hak asasi manusia saja, sedangkan penelitian yang
akan dilakukan oleh peneliti selain menggunakan perspektif hak asasi

manusia, juga menggunakan perspektif maqgashid syari ah.

E. Kerangka Teori
1. Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) merupakan

kristalisasi dari berbagai sistem nilai dan falsafah manusia dan seluruh

8 Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan | Wayan Arthanaya,
“Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia,” Jurnal
Preferensi Hukum Vol. 2, No. 1 (Februari 2021), him. 16-21.
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aspek kehidupannya.” Secara historis, akar filosofis gagasan HAM
muncul dari teori hak kodrati (natural rights theory) yang dikembangkan
oleh para pemikir Eropa seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean
Jacques Rousseau. Hak kodrati tersebut meliputi hak atas hidup, hak
kebebasan, dan hak milik yang melekat pada setiap diri manusia.
Sebelum dilembagakannya HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,
padangan dan istilah HAM mengacu pada praktik di tingkat nasional,
salah satunya seperti grundrechte atau fundamental freedom (kebebasan
fundamental) di Jerman, civil rights atau civil liberties (hak sipil atau
kebebasan sipil) di Inggris, liberte publique (kebebasan publik) di
Prancis, dan hak asasi atau hak dasar manusia di Indonesia.

Secara terminologi, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki
setiap manusia semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia,
bukan karena diberikan oleh masyarakat, negara, atau berdasarkan
hukum yang berlaku dalam suatu wilayah.*® Menurut Soetandyo
Wignojosoebroto, HAM merupakan hak-hak fundamental yang diakui
secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena
hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Sementara Soedjono
Dirdjosisworo mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada

setiap manusia sejak lahir, yang tidak dapat dibatasi, dikurangi, atau

9 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan
Nasional, Ed. 1, Cet. ke-2 (Depok: Rajawali Pers, 2018), him. 1.

0 Rhona K.M. Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi Hak
Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008), him. 13.
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diingkari oleh siapapun karena merupakan nilai-nilai dan martabat
kemanusiaan setiap individu.**

Secara yuridis, HAM menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia. Mengacu pada pengertian-pengertian tersebut,
dapat disimpulkan bahwa HAM sesungguhnya merupakan hak-hak
absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, tidak dapat
dicabut, tidak dapat dibagi, wajib dihormati, dan dilindungi oleh setiap
manusia, negara, hukum, dan pemerintah. Sedangkan sifat dari HAM di
antaranya yaitu:

a. Ada dengan sendirinya, tidak bergantung pada pengakuan dan
penerapan pada sistem hukum.

b. Berdasarkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

c. Melekat pada setiap diri manusia sebagai karunia Sang Pencipta.

d. Berlaku bagi setiap entitas kemanusiaan.

e. Kesetaraan antar sesama manusia.

f.  Mengimplementasikan kewajiban bagi individu dan pemerintah.

2L A, Widiada Gunakarya, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: ANDI, 2017),
him. 56.
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Adapun prinsip HAM menurut Manfred Nowak ada empat, yaitu
universal (universality), tidak terbagi (indivisibility), saling bergantung
(interdependent), dan saling berkaitan (interrelated). Kemudian Rhona
K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (equality), tidak
diskriminasi  (non-discrimination), dan martabat manusia (human
dignity). Sedangkan Indonesia memberikan penekanan penting terhadap
satu prinsip lain yaitu tanggung jawab negara (state responsibility).?
Dalam merealisasikan prinsip tersebut, Indonesia menetapkan beberapa
instrumen HAM yang meliputi UUD 1945, Ketetapan MPR-RI Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan peraturan-
peraturan HAM lainnya.

Menurut  Prof. Aswanto, HAM secara umum  dapat
dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:*

a. Civil rights (hak sipil) yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan
mengemukakan pikiran dan pendapat, hak untuk berkeluarga,
kebebasan beragama, dan lain sebagainya.

b. Political rights (hak berpolitik) yang meliputi hak untuk mendapat
akses layanan publik yang sama, kebebasan untuk berserikat, turut

serta dalam pemerintahan, serta hak untuk memilik dan dipilih.

22 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan
Nasional, Ed. 1, Cet. ke-2 (Depok: Rajawali Pers, 2018), him. 25

2 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right
in Democratiche Rechtsstaat), Ed. 1, Cet. ke-5 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), him. 96.
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c. Socio-economic rights (hak bersosial dan ekonomi) yang meliputi
hak untuk mendapat pendidikan, layanan kesehatan, bekerja,
mendapat upah yang sesuai, dan masih banyak lagi.

d. Cultural rights (hak berkebudayaan) yang meliputi kebebasan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian, berperan serta
dalam kehidupan budaya, dan lain sebagainya.

Magqgashid Syari’ah

Secara etimologi, kata magashid syari’ah terdiri dari dua kata
yaitu magashid dan syari’ah. Kata magashid adalah bentuk jamak dari
kata magshad yang merupakan derivasi dari kata kerja gashada-
yagshudu, yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan kata syari’ah
berarti jalan menuju mata air, yang dalam terminologi figh dimaknai
sebagai hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk hamba-

Nya, baik yang ditetapkan melalui Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi

Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan.** Adapun

muatan dari syari’ah dalam arti ini meliputi akidah, muamalah, dan

akhlak. Secara terminologi, magashid syari’ah merupakan kandungan
nilai-nilai yang menjadi maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam,
atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penetapan hukum.

Menurut Imam Asy-Syathibi dalam kitab al-Muwéafagat fi Ushdl
al-syari’ah, tujuan Allah SWT menetapkan syariat hukum-Nya adalah

untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia

% Ahmad Imam Mawardi, FIQH MINORITAS: Figh Al-Agalliyat dan Evolusi

Madqashid Al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta: LKiS Group, 2012), him.

179.
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maupun di akhirat, karen itu taklif hukum harus bermuara pada realisasi
tujuan hukum tersebut.” Dalam pendapat ini, maka kajian magashid
syari’ah lebih dititikberatkan untuk melihat nilai-nilai  berupa
kemaslahatan dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.
Kemaslahatan secara umum dapat dicapai dengan mendatangkan
kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Namun menurut Imam Asy-
Syathibi dan Imam Al-Ghazali, kemaslahatan dunia dan akhirat dapat
diwujudkan dengan menjaga dan memelihara lima hal inti yang menjadi
dasar dan tujuan syariat yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.
Hal ini senada dengan pendapat al-Rabi’ah yang mengemukakan bahwa
kemaslahatan adalah segala macam manfaat yang dimaksudkan oleh
Allah SWT terhadap hamba-Nya untuk menjaga agama, diri, akal,
keturunan, dan harta mereka, serta menolak apa saja yang mengancam
atau menghilangkannya.*®
Adapun klasifikasi magqgashid syari’ah menurut Imam Asy-
Syathibi terbagi menjadi tiga tingkatan penting vyaitu daririyyah,
hajiyyah, dan tahsiniyyah.
a. Al-magashid ad-daririyyah adalah kemaslahatan esensial yang
berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dunia

maupun terkait akhirat. Magashid ini bersifat primer, sebab apabila

» Ghofar Shidig, “Teori Magashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam,” SULTAN
AGUNG Vol. XLIV, No. 118 (Juni 2009), him. 122.

% Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama
Hukum Islam,” Jurnal Syariah dan Hukum Diktum Vol. 15, No. 2 (Desember 2017), him.
153.
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tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerusakan baik di dunia

maupun di akhirat. Adapun yang termasuk dalam magashid ini yaitu:

1) Hifdz ad-din (memelihara agama). Allah SWT pada dasarnya
mensyariatkan pemeliharaan agama bagi setiap manusia baik
dalam hal akidah, muamalah, maupun ibadah. Dari segi al-wujud
pemeliharaan agama dapat ditempuh dengan melakukan shalat,
puasa, membayar zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan dari
segi al-‘adam, Allah SWT mensyariatkan jihad dan hukuman
bagi orang murtad.”’

2) Hifdz an-nafs (memelihara jiwa). Dari segi al-wujud, Allah SWT
mensyariatkan beberapa hukum terkait makan, minum,
berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi al-
‘adam, Allah SWT menetapkan gishash, diyat, dan kafarat.*®

3) Hifdz an-nasl (memelihara keturunan). Dari segi al-wujud, Allah
SWT mensyariatkan kepada hamba-Nya untuk menikah.
Sedangkan dari segi al- ‘adam, Allah SWT mentapkan had bagi
pezina dan mugdzif.”

4) Hifdz al-mal (memelihara harta). Dari segi al-wujud, Islam
mensyariatkan untuk mencari nafkah dengan cara yang baik.

Sedangkan dari segi al-‘adam yaitu berupa larangan mencuri,

%" Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam
Kitab Al-Muwafaqat,” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 5, No. 1
(Juni 2014), him. 57.

% Ibid.

2 |bid.
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riba, merampas, dan perbuatan merebut harta orang lain dengan

cara yang tidak benar lainnya.*

5) Hifdz al-‘ag/ (memelihara akal). Dari segi al-wujud, menjaga
akal dapat dilakukan dengan memperluas ilmu dan wawasan.
Sedangkan dari segi al- ‘adam, Allah SWT melarang hamba-Nya
meminum minuman keras dan menetapkan hukuman bagi
mereka yang melanggarnya.*

b. Al-maqashid al-ka@jiyyah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan
manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesulitan.
Maqashid ini bersifat sekunder, sebab tidak mengancam keselamatan
manusia, namun menyebabkan kesengsaraan apabila tidak terwujud.

c. Al-maqashid al-taZsiniyyah adalah segala sesuatu yang merujuk pada
moral dan etika, yang bisa menyampaikan seseorang menuju
muru'ah dan jalan yang lebih baik.

Kemudian Imam Asy-Syathibi juga menjelaskan bahwa dari tiga
tingkatan tersebut, dardiriyyah merupakan pokok dan dasar dari dua
tingkatan lainnya. Sedangkan hajiyyah berfungsi sebagai pelengkap
daruriyyah, dan tahsiniyah yang menjadi pelengkap hajiyyah. Sehingga
kedua tingkatan maslahat tersebut melingkari maslahat daririyyah untuk
melengkapi dan menyempurnakannya. Imam Asy-Syathibi juga

memberikan catatan bahwa kedua maslahat yang berfungsi sebagai

% 1bid.

% bid.
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pelengkap tersebut tidak boleh dijaga apabila dalam penjagaannya dapat

merusak apa yang dilengkapi.*

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan
peneliti untuk menyusun data.® Tujuan dari metode penelitian adalah untuk
menguraikan tata cara pelaksanaan penilitian hukum, agar dapat berjalan

sesuai dengan prosedur dan sistematika penelitian yang berlaku.

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research),
dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya terkait penetapan permohonan izin perkawinan beda agama
yang diajukan oleh pasangan RA (beragama Islam) dan EDS (beragama
Kristen) di Pengadilan Negeri Surabaya. Dari hasil wawancara tersebut
nantinya akan dihimpun dan kemudian dideskripsikan serta dianalisis
dalam perspektif magashid syari’ah dan HAM.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan suatu

fenomena hukum yang dikaitkan dengan teori-teori yang manjadi objek

%2 Milhan, “Magashid Syari’ah Menurut Imam dan Dasar Teori Pembentukannya,” Al-
Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah Vol. 6, No. 1 (November 2021), him. 88.

% Rachmat Kriantono, Teknis Praktis Riset Komunikasi: disertai Contoh Praktis Riset
Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran
(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), him. 160.
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penelitian.>* Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

penetapan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya

dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan penetapan
tersebut.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hak asasi

manusia dan magashid syari’ah. Pendekatan hak asasi manusia yaitu

merefleksikan prinsip dan norma hak asasi manusia yang berkaitan
dengan hak kebebasan beragama dan membentuk keluarga sebagaimana
dijamin dalam UUD 1945, UU HAM, dan instrumen HAM lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan maqashid syari’ah adalah

salah satu corak pendekatan dalam ushul figh, yang menganalisis data

dengan menggunakan metodologi hukum Islam.*
4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:*

a. Sumber data primer, yang diperoleh langsung melalui wawancara,
observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang
kemudian diolah sedemikian rupa oleh peneliti.

b. Sumber data sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika,
2022), him. 105-106.

% 1bid., him. 105

% 1bid., him. 106



22

penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi,
serta bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan
perundang-undangan terkait objek penelitian.

c. Sumber data tersier, berupa petunjuk atau penjelasan mengenai data
primer atau data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia,
majalah, artikel, surat kabar, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara
Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan langsung
dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan responden, yang
dalam penelitian ini akan dilakukan kepada Hakim Pengadilan
Negeri Surabaya.

b. Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian
kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-
buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkitan
dengan penetapan izin perkawinan beda agama.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, maka metode analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pola berfikir

induktif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim

Pengadilan Negeri Surabaya diinterpretasikan dan kemudian dianalisis
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dengan menggunakan konsep hak asasi manusia di Indonesia dan teori

maqashid syari’ah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, maka
diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang dapat menjelaskan kerangka
penelitiannya. Oleh kerana itu, penulis membagi pembahasan skripsi ini ke
dalam beberapa bab, diantaranya yaitu:

Bab pertama, berisi tentang uraian pendahuluan yang meliputi latar
belakang beserta pokok permasalahan yang hendak diteliti, tujuan dan
kegunaan penelitian yang membuktikan bahwasanya masalah yang ditemukan
patut untuk diteliti, telaah pustaka yang membahas hasil-hasil penelitian
terdahulu tentang perkawinan beda agama, kerangka teoritik yang
menjelaskan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian
ada metodologi penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang
mendeskripsikan kerangka pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian
ini.

Bab kedua, berisi tentang uraian gambaran umum tentang perkawinan
beda agama, konsep hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, dan teori
magqashid syari’ah yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi tentang uraian Penetapan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan Beda Agama.
Pada bab ini peneliti akan menguraikan sekilas tentang gambaran umum

Pengadilan Negeri Surabaya, duduk perkara dalam Penetapan Pengadilan
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Negeri Surabaya tersebut, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan
perkara tersebut, dan amar Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Shy.

Bab keempat, berisi tentang uraian pembahasan yaitu analisis
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
tentang Perkawinan Beda Agama dalam perspektif konsep HAM di Indonesia
dan teori maqashid syari’ah.

Bab kelima yaitu bab penutup. Pada bab ini penulis menguraikan
kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh sebagai jawaban atas

rumusan masalah, serta saran-saran dan harapan dari adanya penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian analisa yang telah peneliti kemukakan mengenai
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
tentang perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia dan

magqashid syari’ah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Shy adalah Pasal 8 huruf (f)
UU Perkawinan, Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 10 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, Hakim juga
mempertimbangan hak-hak asasi para pemohon vyaitu membentuk
keluarga melalui perkawinan yang sah dan mempertahankan keyakinan
agama masing-masing. Hakim berpendapat bahwasanya perkawinan beda
agama ini merupakan kesepakan para permohon yang telah mendapat
persetujuan dan izin dari kedua orang tua masing-masing, sehingga layak
untuk dikabulkan agar dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil yang berwenang.

2. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby pada dasarnya memang

bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi para pemohon. Namun apabila

79
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ditinjau berdasarkan konsep hak asasi manusia di Indonesia, di mana
dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk
pada pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
Maka menurut peneliti, keputusan hakim yang mengabulkan permohonan
izin perkawinan beda agama para pemohon tidak mencerminkan suatu
perlindungan terhadap hak asasi dalam konteks hukum Indonesia. Sebab
perlindungan hak asasi dalam konteks Indonesia khususnya terhadap hak
untuk membentuk keluarga dalam perkawinan yang sah harus didasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
keseluruhannya itu mengembalikan keabsahan perkawinan pada hukum
agama masing-masing. Sementara menurut agama masing-masing
pemohon terutama Islam, perkawinan beda agama adalah tidak sah,
sehingga melakukannya sama dengan melanggar hukum agama. Adapun
dalam tinjauan maqgashid syari’ah, izin perkawinan beda agama yang
ditetapkan hakim ini sangat bertantangan dengan konsep pemeliharaan
hal inti yang menjadi tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama ( ¢~
el dan memelihara keturunan (Jwill lés), Sebab kemudaratan yang
ditimbulkan jauh lebih besar dari pada kemaslahatan yang dicapai, dan
bahkan dapat menjerumuskan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan
syariat Islam. Salah satu kemudaratan yang timbul dari adanya
perkawinan beda agama ini antara lain:

a. Melanggar syariat agama.

! pasal 28] ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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b. Hubungan suami istri yang terjadi antara para pemohon termasuk
pada perbuatan zina.

c. Terputusnya nasab anak yang lahir dari perkawinan ini, sehingga
anak tersebut hanya dapat mengikuti nasab ibunya.

d. Perbedaan agama cenderung memungkinkan perpindahan agama

atau berkurangnya keimanan salah satu di antara mereka.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran dan harapan

peneliti adalah:

1.

Pemerintah sepatutnya mempertegas kembali larangan perkawinan beda
agama dengan membuat regulasi khusus yang dapat mengartikulasikan
kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan norma-norma yang ada,
sebab keberadaan perkawinan beda agama memunculkan kemudaratan
yang lebih besar dari pada kemanfaatannya.

Pemerintah seyogianya memberikan penyuluhan kepada masyarakat
tentang permasalahan-permasalahan perkawinan, agar masyarakat dapat
lebih paham dan bijak dalam menentukan langkah.

Penelitian tentang perkawinan beda agama sebaiknya dapat
dikembangkan lagi dengan mengaitkan kasus atau penetapan terbaru dan
dari sudut pandang yang berbeda agar dapat menjadi referensi untuk

penelitian berikutnya.
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4. Adanya kritik dan saran dari para akademisi terkait penelitian ini, sebab
peneliti sangat menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari

kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan
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